BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945.Artinya masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari
diatur oleh norma-norma hukum dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang,
namun dalam kenyataannya masih banyak terjadi kejahatan dan pelanggaran yang
dilakukan oleh masyarakat sebagaimana ungkapan “Ubi societas ibi iusatau
“dimana ada masyarakat disitu ada hukum”, maka perbuatan pelanggaran-
pelanggaran dan kejahatan-kejahatan itu perlu diatur secara tertulis dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai peraturan hidup (norma) yang
ditetapkan dan disertai ancaman hukum (sanksi).

Sanksi pidana dalam sistem hukum Indonesia mengenal alasan-alasan
pemberatan pidana yang menambahsanksi pidana apabila terjadi ulangan
(recidive) atau gabungan (concursus) sebagaimana juga akan menjadi dasar
penelitian skripsi ini. Dalam KUHP dibedakan tiga jenis gabungan (concursus),
yaitu:

1) Gabungan sebagai satu peristiwa (“Concursus idealis”: Pasal 63 KUHP)
2) Gabungan sebagai beberapa perbuatan (“Concursus realis”: Pasal 65 sampai
Pasal 70 KUHP)

3) Gabungan sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan (Pasal 64 KUHP)



Leden Marpaung memberikan pengertian perbuatan gabungan (concursus)
sebagai berikut:

1. Concursus idealis (eendaadsche samenloop); terjadi apabila seseorang
melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan tersebut melanggar
beberapa ketentuan hukum pidana.

2. Concursus realis (meerdaadsche samenloop); terjadi apabila seseorang

sekaligus merealisasikan beberapa perbu

atan.

4. Perbuatan lanjutan (voortgezette handeling); terjadi apabila seseorang
melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan di antara perbuatan-
perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya sehingga rangkaian
perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

w

Kasus yang dibahas dalam skripsi ini terkait dengan dakwaan Penuntut
Umum (selanjutnya disebut PU) yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi
Nomor 36/PID/2016/PT.DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No
941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST. Kasus ini berawal ketika Siti Rohmatin (Bagian
Gudang), Khoirul Ummah (Bagian Administrasi) dan Windarwati (Kepala Toko)
bersekongkol untuk menggelapkan uang dan barang Toko X secara bertahap sejak
tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, di samping itu juga, para pelaku membuat
transaksi fiktif, yaitu membuat faktur-faktur penjualan palsu yang sesungguhnya
tidak pernah ada penjualan/pesanan dari pelanggan namun barang dikeluarkan
dari gudang dengan faktur palsu tersebut. Pemilik toko mengalami kerugian
jumlah sebesar Rp.1.647.443.730,- (satu milyar enam ratus empat puluh tujuh
juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Akibat kerugian tersebut, Pemilik Toko menempuh jalur hukum.Kasus ini
akhirnya diproses melalui berkas perkara secara terpisah.Siti Rohmatin selaku

kepala gudang didakwa oleh PU melalui dakwaan No. Register Perkara PDM-

'Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h32.



233/kt.Pst/06/2015 atas Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 KUHP dengan ancaman 10
(sepuluh) bulan sanksi pidana penjara.

Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan
N0941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST sebagai berikut:

- Menimbang fakta-fakta yang diketahui dalam persidangan, para terdakwa
adalah karyawan yang menerima upah dari toko victory yang bergerak
dibidang perdagangan jual-beli jam dengan mekanisme keluar masuk
barang yang dapat digolongkan sebagai penjualan tunai dan penjualan
tempo. Faktur yang diterbitkan perlu mencantumkan nama customer,
tanggal, tipe barang, jumlah barang dan harga, serta ditandatangani oleh
para terdakwa sebagai approval barang boleh dikirim. Faktur yang dibuat
ber rangkap 4 (empat): warna putih, merah, hijau, kuning. Putih diberikan
ke customer apabila faktur telah dilunasi, merah sebagai bukti yang
dipegang oleh customer, kuning dan hijau sebagai bukti arsip di toko.

- Menimbang bahwa para terdakwa bersama-sama menerbitkan faktur-
faktur penjualan yang sebenarnya tidak pernah ada penjualan/pesanan dari
pelanggan namun barang yang tertera di dalam faktur keluar dari gudang
serta pembayaran atas barang tersebut tidak masuk ke rekening bank milik
toko maupun saksi korban pemilik toko.

- Menimbang bahwa terdakwa Siti Rohmatin bersama terdakwa lain
melakukan penjualan seolah-olah para terdakwa sebagai pemiliknya,
padahal selaku karyawan yang harus melakukan penjualan dengan benar
dan menyerahkan uang hasil penjualannya kepada saksi korban pemilik
toko.

- Menimbang perbuatan para terdakwa dilakukan secara bertahap dengan
jumlah keseluruhan kerugian Rp1,647,443,730 (Satu milyar enam ratus
empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga
puluh rupiah).

Dalam amar putusannya Majelis Hakim tingkat | melalui Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST menjatuhkan pidana
penjara 6 (enam) bulan yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan

Tingkat Banding Nomor 36 P1D/2016/PT.DKI.



PU dalam kasus ini hanya berfokus pada perbuatan penyertaan Pasal 374
jo Pasal 55 yang dilakukan oleh Siti Rohmatin bersama-sama dengan pegawai
lainnya, padahal apabila ditinjau lebih para pelaku juga melakukan perbuatan
tersebut secara bertahap dalam kurun waktu 2011-2013, di samping itu juga tindak
pidana pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP yang dapat dijadikan alasan
pemberatan pidana bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Oleh
karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam penelitian tugas
akhir dengan judul “ANALISIS YURIDIS GABUNGAN TINDAK PIDANA
(CONCURSUS) MENURUT DAKWAAN PENUNTUT UMUM DALAM

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NOMOR 36 PID/2016/PT.DKI”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sebagai berikut: Apakah tepat dakwaan jaksa yang
hanya menuntut para terdakwa dengan Pasal 374 joPasal 55 KUHP sebagaimana
dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST dan

Putusan Nomor 36 PID/2016/PT.DKI?

1.3 Tujuan Penelitian
a) Tujuan Akademis
Tujuan akademis dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan
akademik guna memperoleh gelar Sajaran Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b) Tujuan Praktis



1) Untuk lebih mengetahui dan memahami perbuatan gabungan satu
peristiwa (concursus idealis) sebagai alasan pemberatan pidana dalam
dakwaan jaksa.

2) Untuk lebih mengetahui dan memahami perbuatan gabungan dengan
tindakan pemalsuan surat (concursus realis) sebagai alasan pemberatan

pidana dalam dakwaan jaksa.

1.4 Metode Penelitian
Peter Mahmud menyatakan bahwa: “Penelitian hukum adalah suatu proses
untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.? Metode penelitian
hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah
penelitian.®
A. Tipe Penelitian
Tipe penelitian yang kami gunakan dalam kasus ini adalah penelitian
Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka di
mana objek penelitian adalah konsep hukum atau premis.
B. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, kami menggunakan Pendekatan Undang-Undang

beserta Pendekatan Kasus.

2peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,
h 35.

3 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
2004, h 57.



1. Pendekatan Undang-Undang (Statutes Approach): dilakukan melalui
menelaah peraturan perundang — undangan dan regulasi yang tersangkut
dengan isu hukum yang sedang ditelaah.

2. Pendekatan Kasus (Case Approach): Melakukan telaah terhadap kasus
yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah inkracht.

C. Bahan Hukum / Sumber Penelitian Hukum

Bahan/sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini

dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang Dbersifat
autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer
terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah
dalam pembuatan undang-undang; dan putusan pengadilan atau
yurisprudensi. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta No. 941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST

4. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 36/P1D/2016/PT.DKI

b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang
bukan merupakan dokumen resmi meliputi bahan-bahan non hukum

untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan hukum



sekunder yang utama adalah buku literatur, asas-asas, doktrin-doktrin
dan jurnal ilmiah.*
D. Langkah Penelitian
a. Langkah Pengumpulan Bahan Penelitian Hukum
Langkah penelitian terdiri dari pengumpulan bahan penelitianhukum
yang dilakukan dengan inventarisasi, kualifikasi dan
sistematisasi.Inventarisasi adalah langkah mengumpulkan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kasus yang diteliti. Kualifikasi
adalah langkah untuk mengklasifikasi peraturan perundang-undangan
yang relevan terhadap kasus yang diteliti.Sistematisasi adalah langkah
secara sistematis dalam membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan
hukum tertulis, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.
b. Langkah Penelitian

Langkah penelitian menggunakan metode / silogisme deduksi, berawal
dari pengetahuan umum dari ketentuan perundang-undangan, kemudian
diimplementasikan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban
yang bersifat khusus.Penafsiran yang digunakan untuk memperoleh
jawaban yang lebih valid adalah penafsiran otentik dan penafsiran
sistematis.Penafsiran otentik adalah penafsiran resmi yang diberikan
oleh pembuat undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran sistematis

adalah penafsiran yang menghubungkan pasal satu dengan pasal-pasal

4Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., h 142.



yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan dengan

perundang-undangan hukum lainnya.

1.5 Kerangka Teoritik
Dari penelitian ini akan disampaikan kerangka teoritik sebagai berikut:
a. Pengertian Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan
Penggelapan merupakan perbuatan kejahatan yang harus diatur dan
dilarang secara tegas dalam peraturan undang-undang.
Pasal 372 KUHP menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai
milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan,
dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling
banyak enam puluh rupiah™

Soesilo menjelasakan bahwa pasal ini dinamakan “penggelapan biasa”
dan dapat dimengertikan sebagai berikut:

“Penggelapan adalah kejahatan yang mirip pengertian pencurian dalam
Pasal 362 KUHP.Bedanya ialah bahwa pada pencurian barang yang
dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus
diambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu
sudah ada di tangan si pembuat tidak dengan jalan kejahatan.”®

Unsur-unsur Pasal 372 KUHP (Wethoek van Strafrecht) sebagai berikut:
1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja;

5 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016, h 132.
® R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya
lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor, 1995, h 258.



3. Melawan hukum (wederrechttelijk) mengaku sebagai milik sendiri
(zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain;

4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

b. Pengertian Pasal 373 KUHP tentang penggelapan ringan

Pasal 373 KUHP menyatakan:
“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 372, apabila yang digelapkan
bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah,
dikenai, sebagai penggelapan ringan, pidana penjara paling lama tiga
bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.”’

Soesilo menyatakan bahwa pengertian penggelapan ringan sesuai

pengertian pencurian ringan menurut Pasal 364 KUHP:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 ke-4,

begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ke-5, apabila

tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada
rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima

rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama
tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.®

Soesilo selanjutnya menjelaskan pengertian “ternak” dapat didasari
Pasal 101 KUHP vyaitu “semua binatang yang berkuku satu, binatang
memamah biak, dan babi”. Selain itu, menurut pengertian Pasal 364
KUHP, perbuatan dapat disebut sebagai pencurian ringan apabila nilai

barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.’

! Moeljatno, Op.Cit..h 132.
8 Soesilo, Op.Cit., h 129.
° Soesilo, Op.Cit., h259.



Pasal tersebut dapat dimengertikan penggelapan ringan mempunyai
makna penggelapan, hanya barang yang digelapkan adalah ternak atau
barang yang digelapkan bernilai tidak lebih dari dua puluh lima rupiah
sehingga sanksi yang dikenakan lebih ringan, yakni dari ancaman pidana
penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh
rupiah menjadi pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling
banyak enam puluh rupiah.

c. Pengertian Penggelapan dalam jabatan kerja Pasal 374 KUHP
Pasal 374 menyatakan:

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

barang, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena

pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan
pidana penjara paling lama lima tahun”

Soesilo menyebutkan pasal ini sebagai “penggelapan dengan

pemberatan”. Pemberatan-pemberatan itu adalah'®:

1) terdakwa diserahi menyimpan barang yang digelapkan itu karena
hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya
berhubungan antara majikan dan pembantu rumah tangga atau
majikan dan buruh;

2) terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep),
misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan
kepadanya, tukang jam, sepatu, sepeda, dsb, menggelapkan sepatu,
jam dan sepeda yang diserahkan kepadanya untuk diperbaiki;

3) karena mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang),

misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang
dengan upah uang, barang itu digelapkan.

Pasal ini juga mempunyai makna penggelapan, namun apabila

penggelapan menyangkut orang yang mempunyai kekuasaan dalam

O)pid.
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jabatan hubungan kerja atas obyek penggelapan yang mempunya nilai
ekonomi diatas dua puluh lima ribu rupiah, tindakan kejahatan tersebut
demikian diatur secara lebih khusus dalam Pasal 374 KUHP. Demi Lex
Specialis Derogat Legi Generalis dari Pasal 372 KUHP, ancaman sanksi
pidana yang dikenakan jadi lebih berat, yakni menjadi pidana penjara
paling lama lima tahun.
d. Pengertian Pasal 63 KUHP tentang Gabungan Peraturan

Pasal 63 KUHP menyatakan,

(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana
maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu,
jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana
pokok yang paling berat.

(2) Jika suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang

umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya
yang khusus itulah yang dikenakan.

Menurut Marpaung, pasal ini disebut “Concursus Idealis” yang
terjadi apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu
perbuatan tersebut melanggar beberapa ketentuan hukum pidana
sebagaiamana satu pidana pokok yang terberat akan dijatuhkan diantara
beberapa ketentuan hukum pidana yang dilakukan.'.

Pengertian Pasal 64 KUHP tentang Perbuatan Berlanjut
Pasal 64 KUHP menyatakan:

(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing
merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu

aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat
ancaman pidana pokok yang paling berat.

“Marpaung,0p.Cit., h 33.
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(2) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang
dinyatakan salah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang,
dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.

(3) Akan tetapi, jika orang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut
dalam Pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan
berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya lebih dari
Rp25- maka ia dikenai aturan pidana tersebut dalam Pasal 362,
372, 378 dan 406.

Soesilo mengerangkan bahwa perbuatan berlanjut mempunyai
syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;

b. Perbuatan-perbuatannya harus sama atau sama macamnya, misalnya
penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang
terberat;

c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya
mungkin makan tempoh sampai tahunan, akan tetapi perbuatan
berulang-ulang untuk menyelesaikan itu, antaranya tidak boleh
terlalu lama.?

f. Pengertian Pasal 65 KUHP tentang Gabungan Perbuatan
Pasal 65 KUHP menyatakan:

(1) Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang
sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan
beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang
sejenis, maka hanya dijatuhkan satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana
yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih
dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.*?

Unsur-unsur dari Pasal 65 ayat (1) KUHP dapat diartikan bahwa
gabungan beberapa tindak pidana dapat merupakan tindak pidana sejenis
atau tidak sejenis.Soesilo menjelaskan bahwa gabungan beberapa

perbuatan (Concursus Realis) merupakan alasan pemberatan sanksipidana,

250esilo, Op.Cit., h 81-h 82.
l?’Moeljatno, Op. Cit., h 28.
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dengan ancaman pidana terberat diantara tindak pidana gabungan tersebut

ditambah sepertiga.'*

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban Sistematika dari penelitian skripsi ini terdiri dari 4
(empat) bab dan setiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penelitian yang berisi latar
belakang yang mengemukakan sistem hukum Indonesia mengenal gabungan
perbuatan sebagai alasan pemberatan tindak pidana sebagaimana selanjutnya
menjadi landasan untuk meneliti kasus skripsi. Selain itu, bab ini juga mengisi
rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metoda penelitian, dan
sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Gabungan (Concursus) dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana sebagai alasan pemberatan pidana.Bab ini
membahas tentang pengertian tentang Gabungan(concursus) secara umum dalam
sub bab berikut:

1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. Dalam sub bab ini
membahas pengertian dan unsur tindak pidana secara umum.

11.2 Dasar Pemberatan, Peringanan dan Penghapusan Pidana. Dalam sub bab
ini membahas dasar pemberatan, peringanan dan penghapusan pidana secara
umum.

1.3 Hakikat dan Jenis Concursus dalam Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana. Dalam sub bab ini membahas hakikat dan jenis Concursus dalam KUHP.

430esilo, Op.Cit., h 82-83.
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Bab I1l. Analisis Terhadap Dakwaan Jaksa Dalam Putusan Pengadilan
Negeri Nomor 941/Pid.B/2015/PN.JKT.PSTdan Pengadilan Tinggi Nomor
36/PID/2016.DKI1.Bab ini menguraikan tentang pembahasan lebih lanjut
mengenai analisa terhadap putusan dalam Pengadilan Tinggi Nomor 36
PID/2016/PT.DKI yang memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Nomor
941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST dalam sebab-sebab berikut:

I11.1. Kronologis Kasus Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor
941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
36/PID/2016/PT.DKI. Sub bab ini membahas kronologis kasus dalam putusan
Pengadilan Negeri Nomor 941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST dan Putusan Pengadilan
Tinggi Nomor 36/P1D/2016/PT.DKI.

111.2 Penelitian mengenai Dakwaan Jaksa dalam Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST dan Pengadilan Tinggi Nomor 36
PID/2016/PT.DKI.Sub bab ini membahas analisis terhadap dakwaan jaksa dalam
Putusan Pengadilan Negeri Nomor 941/Pid.B/2015/PN.JKT.PST dan Putusan
Pengadilan Tinggi Nomor 36 P1D/2016/PT.DKI.

Bab IV Penutup. Bab ini merupakan penutup penelitian yang berisi
kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan. Kesimpulan adalah hasil
jawaban singkat atas rumusan masalah yang dikemukakan di atas.Sedangkan
saran adalah masukan yang berguna untuk menyelesaikan masalah untuk
kedepannya karena hukum itu dinamis dan berkembang sesuai keadaan yang

berada di masyarakat.
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